PERJANJIAN KERJASAMA

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 1B BANGKO

Alamat : JALAN LINTAS SUMATERA KM. BANGHKO, Dusun Bangko. Kec. Bangko, Kabupatan Merangin,
Jambi 37313

Dengan

A OMIRANGIN N

DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN MERANGIN

Alamat : Jalan Sudirman Km. 02 Bangko Kelurahan Pematang Kandis Bangko 37313
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PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 1B BANGKO
DAN
DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN MERANGIN

TENTANG
PROGRAM PEMBINAAN KEMANDIRIAN BAGI WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN

NOMOR : WS.PAS.PASS. HEL04.05- 1508 TAHUN 2024
NOMOR : 500.7.2/S10/DISNAKBUN/2024

Pada hari ini jumat tanggal tiga belas bulan september tahun dua ribu dua pulub empat,
bertempat di Lembagn Pemasvarakatan Kelas [1B Bangko, yang bertanda tangan di bawah ini-
1. MUDO MULYANTO  : Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KEPALA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS lIB Yang
beralamatkan di Jalan Lintas Sumatera Km 3 Dusun Bangko,
untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak 1.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atss nama KEPALA
DINAS PERTERNAKAN DAMN PERKEBUNAN
KABUPATEN MERANGIN, beralamatkan di  Jalan
Sudirman Km. 03 Bangko Kelurahan Pematang Kandis
Bangko, untuk selanjutnya disebut sebagai pibak [1.
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Bahwa Pihak | dan Pihak Il secara sendin-sendiri disebut Pihak dan secara bersama-sama
disebut para Pihak, dalam kedudukan masing-masing terlebih dahulu menerangkon hal-hal
sebagai berikut:

.

Pihak 1 adalah Unit Pelaksana Teknis yang kedudukannya berada di bawah dan sekaligus
bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan yang mempunyai mugas dan
tanggung jawab memberikon pembinasan keterampilan'kemandinan, pendidikan dan kesehatan
bagi warga binaan pemasyarakatan yang sedang menjalani masa pidananys di Lapas Kelas
1B Bangko., "

Pihak Il adalah Orgamisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu bupati dalam
melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang Peternakan dan Perkebunan.

Dengan memperhatikan peraturan peraturan perundang — undangan, sebagai bernkut :

1.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementenan Negara (Lembaran Negam
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor
4916).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluh
Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Bahwa Penyuluh Sebagai Bagian Dari Upaya
Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Dan Memajukan Kesejahteraan Umum Merupakan Hak
Asazi Warga Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang -l"enusymkalan.

Pemturan Pemenntah Nomor 32 Tehun [999 tentang Syaral dan Tala Cara. Pelaksanaan
Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 32/Permentan/OT. 40/82013 Tentang pedoman
F‘cmbi:mﬂnlﬂelmnpnk Teni Dan Gabungan Kelompok Tani Bahwa Dengan Peraturan
Menteri Pertanian Momor : 273 Kpta/OT. 160472007 Telah Ditetapkan Pedoman Pembinaan
Kelembagaan Petani.

Peraturan Menter: Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 65 Tahun
2016 Tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 fﬁ Nomaor 2 132);

Kesepakatan Bersama Antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Jambi Dengan Pemerintah Kabupaten Merangin  Tentang Pemberian Layanan
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Pemasvarakatan, Nomor: W.5-HH.04.05 Tahun 2024 dan Nomor: 08/KS.DN/VI2024
Tanggal dua puluh tiga bulan juli tahun dua nibu dua puluh empat (23-07-2024}).

Berdasarkan kewenangan dan  jabatan masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk
mengadakan kerjasama dalam bidang Penyelenggaraan kegiatan Pembinaan Kemandirian Warga
Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas [IB Bangko. Berdasarkan Thal-hal
tersebut diatas. PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama
ini dengan Ketentuan Sebagai Benkut :
Pasal 1
KETENTUAN UMUM

1. Program untuk warga binsan Lapas Kelas [IB Bangko adalah kerjasama yang dilakukan oleh

PARA PIHAK.
2. Perjanjian kerjasama ini diwujudkan untuk meningkatkan keterampilan dan kemandirian

bagi warga binaan pemasyarakatan Lapas Kelas 1B Bangko.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN
|. Maksud perjanjian kerjasama ini sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam
melaksanakan kerasama dalam bidang peningkatan keterampilan dan kemandinan bagi
warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasynrakatan Kelas [IB Bangho.
2. Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan kea sama dan koordinas: antara para pihak
dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan masing — masing pihak.

Pasal 3
RUANG LINGKLUP
Ruang lingkup kerja sama ini meliputi Kerjasama dibidang Penyelenggarasn Kegiatun
Pembinaan Kemandinan Warga Binaan Pomasvarakatan Lembaga Pemasvarakatan Kelas [1B
Bangko berupa pelatihan bidang Peternakan dan Perkebungn di Lembaga Pemasyarakatan Kelas
115 Bangko.

PIHAK T PIHAK 11
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Pasal 4
PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

ra

]

Pasal 5
JANGKA WAKTU ’
Perjanjian kerja sama imi berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung scjak
tamggal ditandatangam, ‘
Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhin stas persetujuan para
pihak melalui pembermtahuan tertulis dar salah satu Pihak kepada Pihak lamnya paling
lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.

Fasal 6

HAK PARA PIHAK
Pihak L. berhak :
a, Mendapatkan program kegiatan dari Dinas Pertenakan dan Perkebunan Kabupien

Mermangin,

b. Menerima laporan dan evaluasi program kegiatan dan pihak ke [
Pihak 1. berhak : .
a, Menentukan mstruktur yang akan mengajar kegiatan keterampilan dan kemandirian
b. Menentukan program kegatan yang akan dijalankan,
¢. Mendapatkan 1zin { sakit, bersalin dan alasan penting) atas persetujuan Pihak L

Pasal 7
KEWALJIBAN PARA PIHAK
Pihak 1, berkewajiban :
a. Menyiapkan dan menginm data wargs binaan vang akan menjadi peserta kegiatan seria
menyampaikannys kepada PIHAK IT; P
b. Berkoordinasi dengan PIHAK II dalam hal program dan jadwal pelaksanaan kegiatan
serta menentukan materi dan alokas waktu.

e, Menyiapkan perlengkapan vang diperlukan untuk menunjang program kegatan,

PIHAK I PIHAK I
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2. Pihak II, berkewajiban :
a. Menvispkan dan mengajukan nama instruktur yang merupakan tenaga ahli dari Dinas
Peternakan Dan Perkebunan Kabupaten Merangin ke PIHAK 1;
b, Berkoordinasi dengan ke PIHAK 1 untuk menyusun program;
¢. Memberikan program Kegiatan ;
d. Melakukan monitoring dan evaluasi program bersama PIHAK I3 '

Pasal 8
PEMBIAYAAN
Biava vang timbul sebagai akibat kerja sama ini akan dibebankan pada anggaran para pihak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang — undangan.

Pasal 9
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Para Pihak sepakat melakukan pemantavan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kena
Sama ni secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 {satu) tahun.

Pasal 10
PUBLIKASI DAN EVALUASI
. Para Pihak Sepakat untuk secara bersama- sama atau sendin — sendin melaksanakan
kegiatan publikasi dan/atau sosializasi lenfang kerja sama sebagmmana dimaksud dalam
Penjanpian imi.  *
Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Para Pihak dapat

L

menggunakan nama dan logo Pihak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di
masing-masing Prhak.

3. Para Pihak sepakat bahwa scgala biayva vang timbul sehubungan dengan publikasi dan/atau
sosialisasi bagmimana dimaksod pada ayat (1) menjadi tangpungan masing-masing yang
melaksanakan atau sesuai kesepatakan para Pihak.

PIHAK I PIHAK 11

[ T 9]
Halaman b dari 9




Pasal 11
PENANGGUNG JAWARB
Penanggung jawab Perjanjian ini, dilaksanakan Para Pihak dengan menunjuk wakil-wakilnya
sesual dengan ruang lingkup tugas dan fungsi masing-masing,
Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), yaitu :
Pihuk | menunjuk Kepala Seksi Bimbingan Narapidans dan Kegiatan Kerja Lapas Kilas 1TR
Bangko
Pihak 1T menunjuk Kepala Seksiy Kelembagaan Usaha Dinas Peternakan dan Perkebunan
Kahupaten Merangin
Pasal 12
PERUBAHAN
I. Setiap perubahan dan‘atau terdapat hal-hal vang belum diatur dan‘atau belum cukup diatur
dalam Perjanjian ini akan diatur dalam sddendum atsu media lainya yang disepakati oleh
Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Perjanjian.
2. Bila salah satu Pihak akan melakukan perubahan terhadap isi perjanjian ini maka pihak yang
akan melakukan perubahan tersebut hamis memberitahukan kepada pihak lainnya wajib
memberikan jawaban tertulis dalam kurun waktu tersebut.

Pasal 13
KORESPONDENSI

1. Untuk melakukan keordinasi dan korespondensi, Para Pihak sepakat setuju untuk menunjuk
Para Prhak di bawah im selaku penanggung jawab Perjanjian ini.

2, Setiap pemberitahumn atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini harus
disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalu alamat dan kontak sebagai berikut

Pihak I:
Jalan Lintas Sumatera Km. Bangko, Dusun Bangko, Ke¢. Bangko, Kabupaten Merangin,
Jambi 37313

#

Telp ;10746) 216596
Email : bangko. lapasiagmail com
FIHAK | FIHAK 1
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Pihak I :
Jalan Sudirman Km. 03 Bangko Kelurahan Pematang Kandis Bangko
Telp (0746121218

Emuail ¢ disnakbun/@meransinkab.eo.id

3. Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayet (1) akan dibebankan
kepada masing — masing Pihak.

4. Penggantian data korespondenst wajib dibentahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh)
hari kepada Pihak Lainnya.

Pasal 14
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian han terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanazn
Perjanjian Kerja Sama i, akan diselesaikan cleh Para Pihak secars musyawarah dan
mufakat.

Pasal 15
KERAHASIAAN

[. Para Pihak sepakat dan setuju bahwa segala data dan informasi, baik yang tertulis maupun
vang tidak tertulis, dan informasi lam yvang timbul berdasarkan Perjanjian ini adalah bersifat
rahasia serta idak boleh dibentahukan kepada pihak ketiga atau badan/orang lamn vang tidak
berkepentingan dengan alasan apapun juga dan sesuai Perjanjian ini.

2. Sepukat dan setuju unuk menjaga kerahasizan mengenai Peganjian, semua data dan
informasi serta segala bentuk informasi lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian .

3. Ketentuan kerhasiaan sebagaimana dimaksud Pasal ini berlaku dan mengikat para Pihak,
baik selama berlangsungnya Perjanjian maupun setelah Perjanjian berakhir,

Pasal 16
KETENTUAN LAIN |
. Setiap perubahan dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut atas dasar kesepakatan Para
Pihak dalam bentuk addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisabkan dan perjanjian
ini.
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2. Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekunsanon para Pihak ataw force majure, dapat
dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan
dengan persetujuan para Pihak.

3. Yang termasuk force majure :

a. Bencana alam dan non alam.
b. Kebijakan pemerintah di bidang fiscal dan moneter dan;
¢, Keamanan vang tidak mengijinkan.

Pasal 17
PENUTUP
Perjanjian ini dibust dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, dists kertas bermeterni
cukup, Mempunyai kekuatan hukum yang samas, dan sctiap pihak mendapatkan | (satu) ranghkap

asli.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA,
KEPALA LEMBAGA KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN
PEMASYARAKATAN KELAS 1IB FERKEBUNAN KABUPATEN MERANGIN

Y
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